SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang   :    bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Pasal  11  huruf  a

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

Mengingat
:    1.    Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang Sistem
Pendidikan    Nasional    (Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4.
Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   2014   tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara Republik
  Indonesia    Tahun    2000    Nomor    194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4015),   sebagaimana   telah   diubah  dengan Peraturan

Pemerintah   Nomor   54   Tahun   2003 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003

Nomor  122,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia nomor 4332);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan,      Pemindahan,      dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2009 Nomor 164);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional
Pendidikan    (Lembaran    Negara Republik lndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2008   Nomor   194,   Tambahan   Lembaran   Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan     Penyelenggaraan     Pendidikan, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010

Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5157);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   lndonesia Nomor 5135);

11.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi    Kerja    Pegawai    Negeri    Sipil (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011

Nomor  121,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5258);

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan  Organisasi  Kementerian  Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara,    sebagaimana    telah   diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

14.  Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun  1999  tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan  Presiden  Nomor  84/P  Tahun  2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

16.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional  Pengawas  Sekolah  dan  Angka Kreditnya;

17.  Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan

Kepala      Badan      Kepegawaian      Negara      Nomor

01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

18.  Keputusan    Menteri    Pendidikan    Nasional    Nomor

107/U/2001     tentang     Penyelenggaraan     Program

Pendidikan Jarak Jauh;

19.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi

Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

20.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1

Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN    MENTERI    PENDIDIKAN    DAN    KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

(1)
Petunjuk  teknis  pelaksanaan  jabatan  fungsional  pengawas  sekolah  yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan pedoman bagi pengawas sekolah/madrasah, pengelola pendidikan, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai, dan para pejabat pemangku kepentingan pendidikan.

(2)
Petunjuk   Teknis   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penilaian angka kredit untuk kegiatan unsur utama dan unsur penunjang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1677

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

